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Abstrak
 

Iklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak

bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa

dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai

pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh

terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah

banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah

Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi

kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.

Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena

terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan

pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk

sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses,

pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di

Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe

penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian

dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil

penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan

Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat

menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi

tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga

adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi

juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah

kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.
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